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ABSTRAK 
Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan 
mutakhir dengan jalan membangun database pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap 
pengambilan kebijakan dan implementasinya. Inisiatif tersebut merupakan mandat Presiden yang tertuang 
dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai banyak 
tantangan dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Dengan pendekatan 
literature review, tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan atau permasalahan 
implementasi SDI dan menentukan Critical Success Factors (CSFs) dalam pelaksanaan SDI dari berbagai CSF 
Open Government Data. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan SDI dan 
penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan Presiden mengenai SDI. 
Kata kunci : Open Government Data, Satu Data Indonesia, Open Data Portal, Open Data, Open Data Policy. 
 
ABSTRACT 
Satu Data Indonesia (SDI) attempts to provide credible, accountable and up-to-date data by designing a 
government database that can be used as a reference in every policy making and its implementation. This 
initiative is the Presidential mandate as written in Presidential Regulation No. 39/2019. However, during its 
implementation, it still faces many challenges in planning, gathering, examining, and disseminating data. Using 
a literature review approach, the purpose of this study is to identify the challenges of SDI implementation and 
also to analyze the Critical Success Factors (CSF) of the SDI implementation from various CSFs of Open 
Government Data. It is hoped that the results of this study can provide input in the implementation of SDI and 
the formulation of derivative policies from the Presidential Regulation about SDI. 
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PENDAHULUAN 
Transformasi digital menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam 
pengambilan kebijakan berbasis data. Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai 
data sebagai dasar pengambilan kebijakan tertuang dalam rencana aksi nasional pemerintahan terbuka 
Indonesia  (Open Government Indonesia) 2018-2020, dengan salah satu inisiatifnya adalah Satu Data Indonesia 
(SDI) (Bappenas, 2017).  
Rencana aksi memuat keterbukaan informasi, pengelolaan data, partisipasi publik, dan penyelenggaraan 
pelayanan publik. Volume data yang terus bertambah dari berbagai sumber menyebabkan inkonsistensi data 
yang perlu diidentifikasi dan ditangani sehingga keputusan dibuat berdasarkan data yang benar dan dapat 
dipercaya. 
Untuk memperoleh data yang diharapkan tersebut, diperlukan perbaikan tata kelola data pemerintah yang 
akurat, terbuka, dan interoperable. SDI merupakan upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan 
mutakhir dengan jalan membangun database pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap 
kebijakan dan implementasinya. Data yang dibutuhkan, antara lain data pangan, energi, infrastruktur, maritim, 
pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, dan reformasi birokrasi.  
Acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan SDI tertuang dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No. 39/2019. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, diperlukan dukungan data yang akurat, 
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan di-share, serta dikelola secara seksama, 
terintegrasi, dan berkelanjutan (Kemensetneg, 2019).  
Upaya peningkatan partisipasi publik yang dijalankan oleh pemerintah menunjukkan kemajuan dalam 
pelaksanaan komitmen data terbuka (open data) dan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) melalui 
rencana aksi nasional pemerintahan terbuka. Indonesia tercatat mengalami kenaikan dalam Indeks 
Pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari 100 negara yang diteliti, Indonesia menduduki ranking 
57 dalam e-participation (DESA, 2020). 
Penerapan Open Government Data (OGD) di berbagai negara mengalami berbagai tantangan. Penggunaan 
data terbuka seyogyanya tidak hanya sebatas lingkup internal antarinstansi, tetapi juga perlu diperluas bagi 
masyarakat umum. Tantangan atau hambatan implementasi OGD dalam konteks SDI perlu diidentifikasi. 
Demikian pula, faktor-faktor penentu suksesnya implementasi OGD dari berbagai hasil studi mengenai Critical 
Success Factors (CSFs) implementasi OGD perlu dianalisis. 
Studi OGD di Denmark menyebutkan tantangan yang dihadapi, antara lain kesulitan melihat value data, ego 
sektoral antardepartemen, ketidakpercayaan pada data, kurangnya kolaborasi antarorganisasi, tingkat 
kematangan data yang berbeda antardepartemen, dan rendahnya dukungan pimpinan untuk kebijakan 
pengelolaan data (Nielsen, Persson, dan Madsen, 2019). Studi lain juga menemukan bahwa faktor teknologi 
bukan penentu keberhasilan pengembangan kapabilitas layanan open data portal. Penentu utamanya adalah 
intensitas kebijakan open data dan investasi open data portal, baik politik/kelembagaan (Chatfield dan Reddick, 
2017). 
Di sisi lain, dalam model sukses OGD, keberhasilan pengelolaan data terbuka ditentukan antara lain oleh 
kualitas data, kualitas web, kualitas layanan, kualitas sosial media, dan pemanfaatan data yang kolaboratif. 
Kepuasan pengguna data diukur dari public value, yaitu efisiensi, transparansi, perjanjian pemakaian 
(engagement), kolaborasi, dan kepercayaan  (Purwanto, Jansen, dan Zuiderwijk-van-Eijk, 2017). 
Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan atau permasalahan dan merumuskan faktor-faktor 
yang menentukan keberhasilan (Critical Success Factors) dalam implementasi OGD dalam konteks SDI. Metode 
yang digunakan adalah literature review dari hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai 
pengelolaan data pemerintah yang terbuka. Diharapkan agar CSFs implementasi SDI dari hasil studi ini dapat 
menjadi masukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dari berbagai aspek dalam implementasi SDI. 
Satu Data Indonesia  
Inisiatif Satu Data Indonesia lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan 
mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas 
(OGI, 2018). Implementasi SDI adalah mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kondisi implementasi 
SDI saat ini masih mengalami banyak tantangan dan hambatan. Di antara permasalahan tersebut adalah data 
yang tidak konsisten dan tersebar di berbagai institusi publik yang sulit untuk diakses, kurangnya koordinasi 
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Gambar 1. Kondisi Sekarang dan Kondisi yang Diharapkan SDI di Masa Depan (Nugroho, 2017) 
Dalam hal ini, kehadiran Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE) menjadi landasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan 
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya untuk mendukung agenda transformasi 
digital Indonesia, dengan mengupayakan perbaikan konektivitas data antarinstansi pemerintah (Thomas, 2020). 
Gambar 2 berikut menyajikan landasan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan hal tersebut. 
PERPRES NO.96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITA LEBAR INDONESIA
PERPRES NO.95 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES NO.39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA





































Sistem Membutuhkan Data dan Informasi yang Berkualitas
Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas
 
Gambar 1. Pijakan Transformasi Penyusunan Kebijakan (Thomas, 2020) 
Kedua peraturan tersebut memperkuat tata kelola nasional dalam rangka penerapan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik dan pemanfaatan data pemerintah yang terpadu. Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi 
Satu Data Indonesia untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut. 
Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kemensetneg, 
2019).  Melalui portal SDI pusat (tier 1), Lembaga (tier 2), Tingkat Provinsi (tier 2), Tingkat Kabupaten/Kota (tier 
3), diharapkan agar data-data tersebut tersedia dalam format terbuka serta dapat dimanfaatkan oleh siapapun 
secara lebih mudah. Data yang berkualitas tinggi dapat menjadi landasan informasi untuk merancang, 
memantau, dan mengevaluasi kebijakan. Maka dari itu, sangat diperlukan kerjasama antar-stakeholder terkait. 
Menjelang akhir tahun 2020 (12 Desember 2020), Portal SDI (data.go.id) telah terhubung dengan 43 Portal 
Data Instansi, dengan total dataset sebanyak 41.708 dan akumulasi berkas sebanyak 58.155 berkas. Pembina 
data statistik adalah BPS, pembina data geospasial adalah BIG, sedangkan pembina data keuangan negara adalah 
kementerian keuangan. 
Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi prinsip-prinsip SDI (Kemensetneg, 2019): 
 Satu standar data, yaitu standar yang mendasari data dan mengatur metodologi dari konsep, definisi, 
klasifikasi, ukuran, serta satuan, 
 Satu metadata, yaitu informasi terstruktur yang berfungsi menjelaskan isi dan sumber data agar mudah 
ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali, 
 Interoperabilitas data, yaitu kemampuan data untuk dipertukarkan atau di-share antarsistem yang saling 
berinteraksi, 
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 Kode Referensi dan/atau Data Induk, yaitu tanda yang menyatakan rujukan identitas data dan data yang 
merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk digunakan.  
Sebelum implementasi secara menyeluruh di sektor publik, SDI akan terlebih dahulu diimplementasikan di 
tujuh Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (satudata.bappenas.go.id). 
Tantangan tata kelola pemerintah Indonesia antaralain: 
 Perbedaan platform dan standar berbagi pakai data antarsistem elektronik, baik di dalam maupun 
antarinstansi pemerintah adalah isu penting dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik 
(Wicaksono, Rusdianto, dan Brata, 2018). Isu tersebut menghambat proses integrasi antarlayanan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pelayanan. 
Permasalahan perbedaan platform, ego sektoral, serta mekanisme data interoperability tidak dapat 
dipecahkan hanya dengan teknologi, tetapi perlu adanya kebijakan yang mendukung kegiatan dimaksud 
(Gryseels, Manuel, Salazar, dan Wibowo, 2015).  
Berdasarkan amanat dari Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, disusunlah Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika tentang Interoperabilitas Data. Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur, skema, 
komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang 
dapat dibaca sistem elektronik.  
 Tumpang tindih dan perbedaan data dapat menjadi penghambat dalam pengambilan kebijakan secara cepat 
dan menyebabkan tidak adanya sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran antarinstansi 
pemerintah (Nugroho, 2017). Perbedaan data kapal tangkap nelayan antara dua kementerian terkait dan 
perbedaan data hasil panen beras, misalnya, dimungkinkan terjadi karena tidak adanya standar metadata 
dan kode referensi. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan lemahnya integritas data dan ketidakjelasan 
pembina data. Dalam konteks penanganan pandemi Covid-19, ketiadaan pembina data, belum 
ditetapkannya data terkait Covid-19 sebagai data prioritas dan belum diterapkannya peraturan presiden 
tentang Satu Data Indonesia menjadi penyebab utama  terjadinya tumpang tindih data selama penanganan 
penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.  
 Isu privasi data, kesenjangan digital, dan pandemi global Covid-19 menjadi pemicu akselerasi transformasi 
digital. Informasi yang jelas, terkini, dan dapat dipercaya sangat dibutuhkan masyarakat dan tenaga 
kesehatan. Diperlukan upaya digital yang cepat dan tegas untuk mengelola dampak pandemi di tingkat 
masyarakat dan mengatasi kekhawatiran atas privasi data dan kesenjangan digital. Pengadaan alat dan 
aplikasi nasional e-government yang telah diinvestasikan oleh negara dalam beberapa tahun terakhir sangat 
diharapkan manfaatnya.  
 Isu kapabilitas sumber daya manusia (Open Data Unit, 2017), yang merupakan tantangan untuk 
mengadopsi dan mengimplementasikan open government dan open data, lebih banyak ditemukan di 
pemerintah daerah yang memiliki kapabilitas dan sumber daya yang lebih rendah dibandingkan 
pemerintah pusat. Instansi di lingkungan pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk berbagi 
data dan informasi, baik secara teknis maupun organisasi (Sayogo, Budi, dan Yuli, 2018). 
 Belum adanya regulasi turunan dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (OGP, 2020). 
Setiap Kementerian/Lembaga perlu menerbitkan aturan turunan terkait keterbukaan dan berbagi pakai 
data sebagai dasar hukum untuk memublikasikan data anggaran maupun data lain, seperti data pangan, 
energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, dan 
reformasi birokrasi. 
METODE PENELITIAN 
Studi ini menggunakan pendekatan non-numeric kualitatif, yaitu literature review. Penyaringan data dilakukan untuk 
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Analisis Gap (tantangan/hambatan) 
Implementasi Satu Data Indonesia
Identifikasi Komponen Penyelenggaraan 
Satu Data Indonesia
(Perpres N0.39/2019 tentang Satu Data Indonesia)
Analisis Critical Success Factors (CSFs) Open Government Data









Rekomendasi CSFs untuk SDI
 
Gambar 2. Building Block Penelitian 
Langkah studi diawali dengan identifikasi sumber data sekunder. Data tersebut diperoleh dari rekomendasi Open 
Government Partnership (OGP) untuk Indonesia dalam melaksanakan Open Government Data (OGD) dan benchmark dari 
rekomendasi OGP untuk negara lain, hasil studi dari jurnal mengenai OGD, dan pendapat ahli yang disampaikan dalam 
paparan kegiatan dengan lingkup OGD. 
Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang SDI, teridentifikasi empat komponen utama implementasi 
SDI, yaitu 1) Perencanaan Data, 2) Pengumpulan Data, 3) Pemeriksaan Data, 4) Penyebarluasan Data. 
Selanjutnya, identifikasi hambatan pada masing-masing komponen tersebut dilakukan dengan memetakan 








Belum ada mekanisme 
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Belum ditetapkan data prioritas 
dan tidak tersedia daftar  data
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pembina data
Data tidak terstandar 
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sehingga data sulit dibagipakaikan
Ego sektoral salah satu sebab 
ketidaksinkronan data
Kurangnya kapasitas menghimpun 
atau mengoordinasikan data
Belum sesuai prinsip SDI 
(satu standar data, satu metadata, 
interoperabilitas data, kode referensi)
Belum ada regulasi turunan Perpres SDI
Ketidakjelasan lingkup Kewenangan 
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Gambar 4. Identifikasi Komponen Tantangan Implementasi SDI dipetakan dari Perpres No.39 Tahun 2019 
Selanjutnya, analisis CSFs dilakukan untuk mengelompokkan hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi 
dan perlu diperbaiki dalam implementasi OGD. Hasil analisis CSFs diperoleh dari rekomendasi Open Government 
Partnership (OGP) untuk Indonesia dalam pelaksanaan OGD, benchmark dari rekomendasi OGP untuk berbagai 
negara, dan studi dari berbagai jurnal mengenai OGD, serta pendapat ahli yang disampaikan dalam paparan 
kegiatan dengan lingkup OGD. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh 8 (delapan) faktor penting (Tabel 1) dalam 
penerapan SDI sebagai praktik OGD yang diupayakan oleh Indonesia. Critical Success Factors (CSFs) Open 
Government Data Satu Data Indonesia antaralain sebagai berikut: 
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Aksi Satu Data 
Indonesia  
 Belum ditetapkannya  
mekanisme koordinasi 
antarlembaga pemerintah 
yang jelas dan efektif dalam 
proses penyusunan, 
pelaksanaan, dan 
pengawasan rencana aksi 
(OGP dan Patra, 2020) 
 Belum ada struktur formal 
untuk memastikan 
koordinasi dari perspektif 
pemerintah pusat. 
Pemerintah Indonesia tidak 
memiliki sistem insentif 
(OECD, 2016) 
 Masih minimnya lembaga 
pemerintah yang ditunjuk 
sebagai Pembina Data dan 
belum ditetapkannya Data 
Prioritas  (Mawanda, 2020) 
 Organisasi masih belum 
dapat memberikan contoh 
use case yang 
menghubungkan tata kelola 
data dengan penciptaan 
nilai (OECD, 2016) 
 
 
1. Strategi Data yang Fokus (Alhassan et 
al., 2019; European data portal, 2018; 
de Juana-Espinosa dan Lujan-Mora, 
2019)  
 Strategi dengan milestone dan 
outcome yang terukur, serta 
output yang jelas (OGP, 
Skedsmo, dan Nansen, 2020) 
 Mendorong penerapan 
Peraturan Presiden tentang Satu 
Data Indonesia di seluruh sektor 
kebijakan (OGP dan Patra, 
2020) 
 Menetapkan mekanisme 
koordinasi antarlembaga 
pemerintah yang jelas dalam 
proses penyusunan, 
pelaksanaan, dan pengawasan 
rencana aksi (OGP dan Patra, 
2020; Stewart, 2020)  
 Kepemimpinan yang kuat dan 
komitmen pemangku 
kepentingan untuk mengadopsi 
standar data terbuka dan 
kedaulatan data (Open Data 
Unit, 2017; Sayogo et al., 2018; 
Stewart, 2020; World Wide Web 
Foundation, 2018; OGP dan 
Zinnbauer, 2020; Ruijer dan 
Meijer, 2020)  
 Kesadaran strategis untuk 
memantau dan mengukur 
penggunaan Data Terbuka 
(OECD, 2016; OGP dan Olesk, 
2020)  
 Struktur tata kelola yang efektif 
(Open Data Unit, 2017) 
2. Prosedur dan Data Proses yang Jelas 
(Alhassan et al., 2019; Abraham, 
Schenider, dan vom Brocke, 2019; 
Zhu, 2017)  
 Kejelasan ekosistem data dalam 
domain prioritas (Donker dan 
Loenen, 2016; European data 
portal, 2018; Bonina dan Eaton, 
2020)  
 Mekanisme tata kelola 
prosedural bertujuan untuk 
memastikan bahwa data dicatat 
secara akurat, disimpan dengan 
aman, digunakan secara efektif, 
dan dibagikan dengan tepat 










 Data tidak terstandar dan 
sulit dibagipakaikan (format 
tidak terstandar, tidak ada 
metadata dan kode 
referensi, integritas data 
lemah karena tersimpan di 
setiap produsen data, 
banyak data yang tumpang 
tindih), dan ketidakjelasan 
3. Kebijakan standarisasi yang mudah 
diikuti (Abraham et. al., 2019; Afful-
Dadzie dan Afful-Dadzie, 2017)  
 Proses yang terstandarisasi, 
terdokumentasi, dan metode 
berulang untuk mengatur data 
(Al-Ruithe, Benkhelifa, dan 
Hameed, 2019) 
 Kejelasan klasifikasi data 
Sesuai Daftar Data 
Jadwal 
Pemutakhiran Data 
atau Rilis Data 
Metadata 
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Subkomponen Tantangan Critical Success Factors (CSFs) 
pembina data (Thomas, 
2020; Retnowati, Manongga, 
dan Sunarto, 2018; Nugroho, 
2017)  
 Kapasitas menghimpun atau 
mengoordinasikan data dari 
stakeholders yang belum 
memadai (Ketua Asosiasi 
Pemerintah Kota Seluruh 
Indonesia) (Bayu, 2020) 
 Ego sektoral menyebabkan 
tidak sinkronnya data yang 





terbuka (Nugroho, 2017; 
European data portal, 2018)  
 Dataset sesuai dengan Kerangka 
Teknis (lisensi, format, 
metadata, standar) dan 
dipublikasikan dengan 
peringkat minimal 3 bintang 
seperti CSV, JSON, atau XML 
(Open Data Unit, 2017; Wang 
dan Shepherd, 2020; Alzamil 
dan Vasarhelyi, 2019). 
 Meningkatkan jumlah data 
bintang 4 dan 5 yang tersedia di 
Portal Data Terbuka nasional 
dari waktu ke waktu, bekerja 
sama dengan badan publik 
(Open Data Unit, 2017; Wang 
dan Shepherd, 2020). 
4. Kolaborasi  (Sayogo et al., 2018; OGP, 
Genna, dan Ecorys, 2020; OGP, 
Aceron, dan G-Watch, 2017; OGP dan 
Hwang, 2020; Zhenbin, Kankanhalli, 
Ha, dan Tayi, 2020) 
 Open Data Liaison Officer di 
setiap organisasi pemerintah 
(Open Data Unit, 2017) 
 Kolaborasi dan kerja sama 
antara produsen dan pengguna 
data (OGP, 2020; OGP dan 
Hwang, 2020)  
 Kerangka organisasi dan tata 
laksana pemerintahan yang 
efektif untuk koordinasi 
(Mawanda, 2020) 
 Menguatkan forum multipihak 
melalui penerbitan keputusan 
pemerintah yang komprehensif 





- Satu standar Data 
- Satu Metadata 
- Interoperabilitas 
Data 
- Kode Referensi 
 Keahlian terkait data 
(kapasitas SDM pengelola 
data pemerintah, khususnya 
kapasitas analisis dan 
pemanfaatan data) di 
Indonesia tidak memadai 




Bayu, 2020)  
 Format dan metadata yang 
berbeda di setiap 
kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah 
(Wicaksono et al., 2018)  
 Tidak adanya platform yang 
memiliki interoperabilitas 
membuat data Kementerian 
/Lembaga sulit ditemukan 
karena tidak tersedia atau 
tidak mudah diakses 
(Wicaksono et al., 2018) 
5. Data Kompetensi (Alhassan et al., 
2019; Purwanto, Jansen, Zuiderwijk-
van-Eijk, 2017; Sayogo et al., 2018; 
Gascó-Hernández, Martin, Reggi, Pyo, 
dan Luna-Reyes, 2018)  
 Pengembangan Kapasitas: 
dukungan dan sumber daya 
yang diperlukan untuk 
dukungan teknis, melalui 
pelatihan dan pemberian 
keahlian yang diperlukan (Open 
Data Unit, 2017; ITU, 2019; 
Abraham et al., 2019) 
 Keberhasilan OGD di negara 
maju bergantung pada 
kemampuan dan keahlian 
individu yang menggunakan 
OGD (Purwanto, Jansen, 
Zuiderwijk-van-Eijk, 2017) 
 Badan Publik diminta untuk 
mempublikasikan data 
berkualitas tinggi yang 
didukung kerangka teknis dan 
standar data terbuka serta 
memastikan interoperabilitas 
Walidata   Ketidakjelasan lingkup 
kewenangan pengaturan Produsen Data  
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Pembina Data Wali Data dan Produsen 
Data tingkat pusat, dan 
daerah (Mawanda, 2020)  
 Sementara ini, belum ada 
regulasi turunan yang sudah 
disahkan, yaitu Peraturan 
Menteri, Peraturan 
Lembaga, dan Peraturan 
Badan yang mengatur Wali 
Data dan Produsen Data 
tingkat pusat  
 Masih minimnya lembaga 
pemerintah yang ditunjuk 
sebagai Pembina Data 
(Mawanda, 2020) 
lintasbatas (Nielsen, Persson, 
dan Madsen, 2019)  
6. Menetapkan Peran dan Penanggung 
Jawab Data (Alhassan et al., 2019; 
European data portal, 2018)  
 Segera mengesahkan regulasi 
turunan yaitu Peraturan 
Menteri, Peraturan Lembaga, 
dan Peraturan Badan yang 
mengatur Wali Data dan 
Produsen Data tingkat pusat 




Portal Satu Data 
Indonesia 
 Ada 27 ribu aplikasi di 
seluruh 
kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah yang 
berdiri sendiri sehingga 
menyulitkan integrasi 
(Bappenas, 2019) 
 Kurangnya kesiapan 
infrastruktur digital 
mengingat Indonesia masih 
belum memiliki pusat data 
yang terintegrasi 
(Koordinator 
Sekretariat SDI) (Bayu, 
2020) 
 Data tidak terintegrasi, 
contohnya adalah 
permasalahan data 
pencalonan, data hasil, data 
daftar pemilih yang masih 
tercecer di berbagai 
subbagian internal KPU 
(Purwanto, Jansen, dan 
Zuiderwijk-van-Eijk, 2017) 
 Kurangnya pemahaman 
tentang perlunya open data 
(Gunawan dan Amalia, 
2016) 
 Keamanan data yang 
diunggah pada portal setiap 
OPD (Retnowati et al., 2018) 
7. Data Tools dan Technologies yang 
Fleksibel (Alhassan et al., 2019; 
Nikiforova dan McBride, 2021; 
Cingolani, 2021; Zhao dan Fan, 2021)  
 Data Terbuka yang ditautkan ke 
portal Data Terbuka nasional 
data.go.id harus memenuhi 
persyaratan Kerangka Teknis 
(standar, format, metadata, dan 
lisensi) untuk memastikan 
interoperabilitas (Open Data 
Unit, 2017; European data 
portal, 2018)  
 Menyediakan application 
programming interface (API) 
link pada portal data (European 
data portal, 2018) 
 Fitur-fitur untuk memonitor 
kualitas dan keamanan open 
data portal dan memungkinkan 
interaksi (Donker dan Loenen, 
2016; Nielsen et al., 2019)  
 Tools dan mekanisme untuk 
meningkatkan  kualitas open 
data (Nielsen et al., 2019) 
 Membangun data center 
terpadu, berupa satu aplikasi 
yang bisa dipakai oleh semua 
institusi 
pemerintah pusat dan daerah 
(Koordinator 
Sekretariat SDI) (Bayu, 2020) 
8. Kepuasan Pengguna Data (User 
Satisfaction) (Purwanto, Jansen, 
Zuiderwijk-van-Eijk, 2017; Purwanto, 
Zuiderwijk, dan Janssen, 2020)  
 Pemerintah perlu menyusun 
mekanisme koordinasi 
antarlembaga yang jelas dalam 
mengawal implementasi basis 
data kepemilikan manfaat dan 
memastikan adanya kolaborasi 
yang kuat dengan masyarakat 
sipil untuk mempercepat 
terwujudnya basis data 
kepemilikan manfaat yang 
bersifat terbuka (open registry) 
setelah tahap awal 
Pembatasan Akses 
Data 
 Informasi dan data tentang 
pengadaan barang dan jasa 
masih sulit diakses. Data 
tersebar di setiap unit 
pelaksana pengadaan dan 
689 Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) 
yang berbeda (Hivos, 2019). 
 Pengenaan tarif PNBP untuk 
penggunaan data statistik 
tertentu 
 Belum adanya regulasi 
turunan tentang SDI, yang 
mensyaratkan  setiap 
Kementerian /Lembaga 
untuk menerbitkan aturan 
turunan dari Perpres No.39 
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Tahun 2019 tentang SDI 
terkait keterbukaan dan 
berbagi pakai data sebagai 
dasar hukum untuk 
memublikasikan data 
anggaran maupun data lain 
yang dibutuhkan (OGP, 
2020) 
implementasi selesai (OGP dan 
Patra, 2020). 
KESIMPULAN 
Implementasi Peraturan Presiden No.39 Tahun 2020 masih menghadapi banyak tantangan. Setiap 
komponen penyelenggaraan SDI (perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebarluasan 
data) memiliki sejumlah permasalahan.  
Tantangan pada komponen perencanaan data di antaranya adalah belum ditetapkannya data prioritas. 
Kemudian, pada komponen pengumpulan data, tantangan yang dijumpai di antaranya adalah sulitnya 
mengintegrasikan data. Adapun pada komponen pemeriksaan data, terdapat permasalahan masih sulitnya 
mengikuti prinsip-prinsip SDI, yaitu tidak dipenuhinya standar data, tidak seragamnya metadata, tidak adanya 
kode referensi data yang mengakibatkan data tumpang tindih dan sulit dibagipakaikan. Selanjutnya, komponen 
penyebarluasan data memiliki tantangan pada kesiapan infrastruktur digital, yaitu pembangunan data center 
terpadu dan pembangunan satu aplikasi yang bisa dipakai oleh semua institusi pemerintah pusat dan daerah, 
serta tantangan kurangnya kompetensi data. 
Permasalahan atau tantangan pelaksanaan SDI tersebut di atas diharapkan dapat diminimalisasi, dengan 
memperkuat faktor-faktor yang menjadi kunci sukses pelaksanaan data terbuka di negara-negara anggota Open 
Government Partnership (OGP) yang dijadikan benchmark dalam studi ini dan dari hasil-hasil studi sebelumnya 
mengenai OGD. Berdasarkan hasil analisis studi ini, direkomendasikan delapan faktor yang berperan dalam 
keberhasilan pelaksanaan SDI, yaitu 1) strategi data yang fokus, 2) prosedur dan data proses yang jelas, 3) 
kebijakan standarisasi yang mudah diikuti, 4) kolaborasi, 5) data kompetensi, 6) menetapkan peran dan 
penanggung jawab data, 7) data tools dan technologies yang fleksibel, dan 8) kepuasan pengguna data.  
Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan karena analisis dilakukan secara konseptual. Maka dari itu, 
diperlukan studi empiris untuk mengujinya dengan pendekatan kuantitatif. Studi mengenai pengukuran value 
yang diperoleh pengguna secara nyata dari data terbuka juga perlu untuk dilakukan.  
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